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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye pada KPU kabupaten Sinjai.  Penelitian  ini 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini implementasi sikadeka telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi 

pelaporan dana kampanye, khususnya dalam aspek pengelolaan dan penyimpanan data yang lebih terstruktur dan 

terdokumentasi. sistem ini memungkinkan kpu untuk mengelola laporan dana kampanye secara sistematis serta 

mempermudah proses monitoring. Dengan demikian, transparansi yang terbentuk masih berada pada tahap transparansi 

administratif dan belum sepenuhnya mencapai transparansi partisipatif. sikadeka berperan dalam meningkatkan 

akuntabilitas pelaporan dana kampanye, terutama dalam aspek administratif. sistem ini memfasilitasi penyusunan laporan 

yang lebih terstandarisasi, terdokumentasi, dan mudah diaudit oleh pihak independen. namun, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa akuntabilitas yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal. hal ini ditandai dengan masih adanya peserta pemilu yang 

dinyatakan tidak patuh dalam hasil audit. kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih bersifat compliance-based dan 

sangat bergantung pada tingkat pemahaman serta kepatuhan peserta pemilu. Hambatan utama yang ditemukan lebih 

bersifat non-teknis, yaitu keterbatasan pemahaman peserta pemilu dalam menggunakan sistem, kesalahan dalam 

penginputan data, serta ketergantungan pada pendampingan dari pihak KPU. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sumber 

daya manusia menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendorong yang 

memperkuat implementasi SIKADEKA, antara lain mekanisme audit independen, kewajiban pelaporan berkala, penerapan 

sanksi administratif, serta dukungan kelembagaan dari KPU melalui pendampingan intensif dan pembagian peran yang 

jelas. 

Kata kunci: Peran , SIKADEKA,Transparansi, Akuntabilitas, Pelaporan Dana Kampanye 

1. Latar Belakang  

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan mekanisme konstitusional yang fundamental dalam 

menjalankan prinsip demokrasi representatif. Sejak era reformasi tahun 1998, Pemilu telah menjadi instrumen 

utama untuk memilih wakil rakyat di tingkat nasional, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil 

Presiden. Pemilu diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah 

(pilkada) merupakan mekanisme utama legitimasi politik di negara demokratis. Kualitas proses pemilihan, 

termasuk keterbukaan mengenai pembiayaan kampanye, berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik 

terhadap hasil pemilu dan stabilitas demokrasi. Dalam literatur demokrasi dan tata kelola publik, transparansi 

pembiayaan politik dikaitkan dengan pengurangan konflik kepentingan dan praktik korupsi yang dapat merusak 

proses demokratis (Chandranegara et al, 2020 

Satu diantara tahapan pemilu yang cukup penting adalah kampanye, dimana calon anggota parlemen saling 

bersaing untuk menyampaikan visi, misi, dan rencana kerja kepada pemilih jika mereka terpilih sebagai 

pemegang kedaulatan di negara demokratis. Kampanye ini sebenarnya merupakan dukungan dan edukasi politik, 
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untuk mengenalkan masyarakat seperti apa calon pemimpin dan model  pemerintahan  yang  ditawarkan (Priono 

et al, 2024).  namun selain kampanye hal lain yang tak kalah pentingnya dari sebuah demokrasi adalah 

pendanaan. Integritas proses dalam demokrasi bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan 

politik. Transparansi dana kampanye menjadi urgensi krusial dalam demokrasi Indonesia untuk mencegah 

praktik money politics dan memastikan akuntabilitas peserta pemilu. Tanpa keterbukaan ini, sumber dana yang 

tidak jelas sering memicu politik uang, di mana calon menggunakan dana gelap untuk membeli suara, sehingga 

merusak integritas pemilu. 

Implementasi SIKADEKA menimbulkan kesenjangan (gap):1. Kesenjangan Transparansi: Meskipun KPU telah 

memublikasikan laporan melalui SIKADEKA, temuan dari lembaga pemantau menunjukkan bahwa transparansi 

yang dihasilkan cenderung berorientasi pada formalitas (de jure), bukan substansi (de facto). Laporan yang 

tersedia seringkali minim detail transaksi atau identitas donatur yang signifikan, sehingga mempersulit 

pengawasan publik yang bermakna. 2. Kesenjangan Akuntabilitas: SIKADEKA seharusnya menjamin 

akuntabilitas, tetapi laporan audit masih sering menemukan ketidakpatuhan dan temuan dengan pengecualian. 

Hal ini diindikasikan berasal dari rendahnya kualitas input data oleh operator partai politik yang kurang 

kompeten, menunjukkan bahwa SIKADEKA belum sepenuhnya mengatasi praktik window dressing laporan 

keuangan. Sistem digitalisasi yang di sediakan oleh pemerintah ini bertujuan untuk membantu peserta pemilu 

dalam melaporkan dana kampanye nya namun dari beberapa praktik di lapangan banyak peserta hanya 

menganggap sebagai formalitas tidak memperhatikan transaparansi dan akuntabilitas dari laporan atau data yang 

di input di SIKADEKA. 

2. Metode Penelitian  

Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan peneliti ini untuk menginterpretasikan 

dan menganalisis data dengan baik, maka diperlukan berupa data yang akurat dan sistematis agar hasil yang 

diperoleh mampu menggambarkan atau mendeskripsikan situasi dari objek yang diteliti dengan benar. Adapun 

metode yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis 

data yaitu suatu pengelompokan data menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Untuk mendapatkan data, diperlukan 

beberapa teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan juga wawancara yang dilaksanakan secara terstruktur 

dan mendalam. Menurut Miles dan Huberman, dalam sebuah penelitian, proses pengelolaan data dan analisis 

data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan 

kesimpulan. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

1. Penggunaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sinjai. 

Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) merupakan platform berbasis digital yang 

digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai untuk mendukung proses pelaporan dana 

kampanye secara transparan dan akuntabel. Sistem ini menjadi instrumen utama dalam pengelolaan administrasi 

dana kampanye oleh peserta pemilu di Kabupaten Sinjai. Implementasi SIKADEKA bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas tata kelola pelaporan melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemilu. Dalam praktiknya pengguna Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye 

(SIKADEKA) melibatkan KPU,Peserta Pemilu, Kantor Akuntan Publik, dan Stakeholder (Bawaslu, Kepolisian, 

KPK, dan PPATK).  

Penggunaan sistem informasi kampanye dan dana kampanye di kabupaten sinjai sangat memudahkan panitia 

penyelanggaraan pemilu dalam hal administrasi pemilu dan penyusunan laporan dana kampanye hal ini 

berdasarkan pernyataan dari wawancara Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu dan umum yang menyatakan 

bahwa: 

“Sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) lebih bagus dan memudahkan administrasi 

peserta pemilu dalam melengkapi pendaftaran dan pelaporan dana kampanye nya di bandingkan di tahun 

– tahun sebelumnya ketika belum ada sistem digitalisasi ini.” 
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Mekanisme Sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) melalui beberapa tahapan hal ini di 

ungkapkan dalam wawancara dengan Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu dan umum yang menyatakan 

bahwa : 

“Dalam pelaksanaan pemilihan umum ada beberapa tahapan Sistem informasi kampanye dan dana 

kampanye (SIKADEKA) yaitu:” 

 

a. Akses Sistem: Peserta pemilu diberikan akun resmi untuk mengakses sistem sebagai sarana pelaporan 

dana kampanye. 

b. Penginputan data: Peserta pemilu wajib menginput seluruh transaksi keuangan yang meliputi: 

Penerimaan dana, Sumber sumbangan, Pengeluaran kampanye. 

c. Peserta pemilu wajib menginput seluruh transaksi keuangan yang meliputi: Penerimaan dana, Sumber 

sumbangan, Pengeluaran kampanye. 

d. Peserta pemilu wajib menginput seluruh transaksi keuangan yang meliputi: Penerimaan dana, Sumber 

sumbangan, Pengeluaran kampanye. 

 

2. Peran sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) dalam meningkatkan 

transparansi pelaporan dana kampanye di KPU Kabupaten Sinjai. 

Penerapan sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) merupakan bentuk implementasi e-

government dalam tata kelola pemilu, khususnya dalam pelaporan dana kampanye. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa SIKADEKA telah mendorong digitalisasi pelaporan dana kampanye di KPU Kabupaten 

Sinjai. Sistem ini menggantikan mekanisme manual menjadi berbasis elektronik, sehingga meningkatkan 

efisiensi dan keteraturan administrasi, Seperti pernyataan yang di sampaikan oleh Kasubag teknis 

penyelenggaraan pemilu dan umum: 

“Adanya sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) ini memudahkan panitia pemilihan 

umum dalam pendaftaran dan pelaporan dana kampanye bagi peserta pemilu daripada menggunakan 

sistem manual namun terkadang juga mengalami kendala pada peserta pemilu yang terlambat atau kurang 

memahami alur penginputan dokumen di SIKADEKA maka dari itu kami dari pihak KPU selalu stand by 

24 jam terkait kendala yang di alami oleh peserta pemilu.” 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi SIKADEKA masih berada pada tahap digitalisasi 

administratif, karena meskipun telah meningkatkan efisiensi proses, belum diikuti dengan transformasi 

signifikan dalam tata kelola, khususnya dalam aspek kemandirian pengguna dan optimalisasi sistem secara 

menyeluruh. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa e-government memang mampu 

meningkatkan transparansi, tetapi seringkali masih terbatas pada aspek administratif dan belum menyentuh 

substansi informasi (Musri et al, 2024). 

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin adanya akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta hasil yang telah dicapai (Yadi Arodhiskara et al, 2021). Sistem 

informasi kampanye dan dana kampanye dalam penerapannya sistem ini membantu pemerintah untuk 

melaporkan kegiatan kampanye dan penyaluran dana kampanye bagi peserta pemilu. Tahapan dana kampanye di 

telah di atur oleh KPU RI berdasarkan surat edaran. Secara sistem, SIKADEKA telah menyediakan mekanisme 

keterbukaan informasi melalui digitalisasi data pelaporan. Seperti yang di katakan oleh ketua KPU kabupaten 

sinjai bahwa: 

“Dengan adanya sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) semua laporan masuk ke 

sistem ini, jadi lebih terbuka dan juga bisa di pantau langsung oleh Bawaslu karena akses SIKADEKA juga 

di pegang oleh bawaslu yang dapat melihat proses tahapan administrasi dan pelaporan dana dari peserta 

pemilu.” 

Secara empiris, transparansi tercermin melalui beberapa indikator utama, yaitu: keterbukaan akses informasi, 

kemudahan penelusuran laporan, dan standar pelaporan yang seragam. 
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SIKADEKA memungkinkan data dana kampanye terdokumentasi secara digital dan terintegrasi, sehingga 

meminimalisir praktik manipulasi data yang sebelumnya lebih rentan terjadi dalam sistem manual. terdapat 

berbagai mekanisme yang digunakan untuk mengurangi permasalahan agensi, khususnya asimetri informasi dan 

potensi moral hazard. Penggunaan SIKADEKA sebagai sistem pelaporan berbasis digital berfungsi untuk 

meningkatkan keterbukaan informasi serta memudahkan proses pemantauan data secara berjenjang. Selain itu, 

publikasi laporan dana kampanye melalui media massa dan media sosial turut memperkuat akses informasi bagi 

masyarakat sebagai principal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa: Akses publik terhadap data masih 

terbatas Informasi yang tersedia belum sepenuhnya user-friendly bagi masyarakat umum tidak semua data 

dipublikasikan secara proaktif. Hal ini di dukung dengan pernyataan staff keuangan KPU Kabupaten Sinjai yang 

menyatakan bahwa: 

“Untuk saat ini, laporan dana kampanye dapat diakses oleh Masyarakat, tetapi ketika proses audit selesai, 

selama prose berjalan data di SIKADEKA masih terbatas aksesnya di masyrakat.” 

Kemudian juga di pertegas oleh pernyataan ketua KPU Kabupaten Sinjai yaitu: 

“Sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) ini dapat di akses oleh KPU, Peserta 

Pemilu dan Stakholders yaitu Bawaslu dan Kantor Akuntan Publik, nanti setelah semua tahapan proses 

pemilu selesai pelaporannya di publikasikan.” 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akses terhadap laporan dana kampanye oleh masyarakat masih bersifat 

terbatas dan tidak dilakukan secara real-time, melainkan setelah proses audit selesai. Hal ini mengindikasikan 

bahwa transparansi yang dihasilkan oleh SIKADEKA masih berada pada level transparansi administratif. 

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan dalam Meijer, 2015; Grimmelikhuijsen & Feeney (2017) bahwa 

transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas dan 

ketepatan waktu. Transparansi yang tidak dapat diakses secara langsung oleh publik berpotensi mengurangi 

efektivitas pengawasan publik terhadap proses pelaporan keuangan.  

3. Peran sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) dalam meningkatkan 

akuntabilitas pelaporan dana kampanye pada KPU Kabupaten Sinjai. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye 

(SIKADEKA) di KPU Kabupaten Sinjai berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan dana kampanye, 

terutama dalam aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam wawancara ketua KPU Kabupaten 

Sinjai menjelaskan bahwa: 

“Tahapan pelaporan dana kampanye telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam 

setiap kegiatan sosialisasi, KPU senantiasa melibatkan liaison officer (LO) dari masing-masing pasangan 

calon. Peran LO dinilai sangat penting karena menjadi penghubung antara pasangan calon dengan 

penyelenggara pemilu, khususnya dalam membantu pengelolaan administrasi kampanye dan pelaporan 

dana kampanye. 

Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa : 

“KPU telah menyediakan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) sebagai sarana 

utama dalam proses pelaporan. Aplikasi ini digunakan oleh pasangan calon melalui LO untuk menginput 

dan mengunggah data laporan dana kampanye secara langsung ke dalam sistem. SIKADEKA ini memang 

disiapkan untuk memudahkan pelaporan. Jadi masing-masing LO dari pasangan calon yang mengunggah 

data ke dalam sistem,” 

Terkait pengelolaan sistem, Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu dan umum juga menjelaskan bahwa : 

“KPU Republik Indonesia meminta setiap KPU Kabupaten untuk mengusulkan nama operator dan admin 

SIKADEKA, yang kemudian ditetapkan melalui keputusan resmi KPU Kabupaten. Operator yang ditunjuk 

bertugas untuk melakukan pembaruan data dalam sistem. 
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Adanya penunjukan operator dan keterlibatan LO menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dalam 

pengelolaan dan pelaporan dana kampanye. Setiap pihak memiliki tanggung jawab masing-masing, sehingga 

memudahkan proses pengawasan dan pertanggungjawaban atas data yang dilaporkan. Pembagian peran ini 

merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas publik, karena setiap aktor memiliki 

fungsi dan tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan (Bovens, 2018). 

Secara keseluruhan, informan menilai bahwa penggunaan SIKADEKA memberikan kemudahan dalam proses 

pelaporan dana kampanye. Hal ini karena terdapat hubungan kerja yang terintegrasi antara admin SIKADEKA 

dengan pasangan calon melalui LO.Hal ini menunjukkan bahwa sistem SIKADEKA tidak hanya mempermudah 

proses pelaporan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas melalui sistem pemantauan yang berlapis. Dengan 

demikian, setiap data yang diinput oleh pasangan calon dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara jelas 

oleh pihak-pihak yang berwenang.  

Akuntabilitas pelaporan dana kampanye merupakan aspek penting dalam menjaga integritas proses demokrasi. 

Pelaporan yang dilakukan oleh peserta pemilu tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana kampanye. Hasil wawancara dengan 

staff keuangan KPU Kabupaten Sinjai bahwa: 

“KPU terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelaporan dana kampanye, baik melalui 

pelayanan SIKADEKA maupun pelayanan lainnya. Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan guna 

memastikan bahwa setiap tahapan pelaporan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” 

Informan lebih lanjut menjelaskan terkait tingkat kepatuhan pada pasangan calon: 

akuntan untuk dilakukan pemeriksaan secara independen.” 

4. Hambatan dan Faktor Pendorong Implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye 

(SIKADEKA) 

Implementasi SIKADEKA pada KPU Kabupaten Sinjai dipengaruhi oleh berbagai hambatan dan faktor 

pendorong. Hambatan utama yang ditemukan lebih bersifat non-teknis, yaitu keterbatasan pemahaman peserta 

pemilu dalam menggunakan sistem, kesalahan dalam penginputan data, serta ketergantungan pada 

pendampingan dari pihak KPU. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia menjadi tantangan 

utama dalam implementasi sistem. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendorong yang memperkuat 

implementasi SIKADEKA, antara lain mekanisme audit independen, kewajiban pelaporan berkala, penerapan 

sanksi administratif, serta dukungan kelembagaan dari KPU melalui pendampingan intensif dan pembagian 

peran yang jelas. Secara keseluruhan, implementasi SIKADEKA masih berada pada tahap digitalisasi 

administratif dan belum sepenuhnya mencapai transformasi tata kelola yang mampu meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas secara substantif 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) di 

KPU Kabupaten Sinjai menunjukkan adanya upaya peningkatan transparansi dalam pelaporan dana kampanye, 

khususnya dari sisi penyediaan sistem informasi yang terstruktur dan terdokumentasi. SIKADEKA 

memungkinkan data pelaporan tersimpan secara sistematis serta memudahkan proses monitoring oleh 

penyelenggara pemilu. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelaporan dana 

kampanye melalui SIKADEKA masih bersifat terbatas. Informasi terkait laporan dana kampanye pada umumnya 

baru dapat diakses oleh masyarakat setelah melalui proses audit dan diumumkan secara resmi oleh KPU. 

Selain itu, keterbatasan akses publik terhadap sistem SIKADEKA juga menjadi faktor yang memengaruhi 

tingkat transparansi. Meskipun sistem ini digunakan secara internal untuk pengelolaan data, pemanfaatannya 

oleh masyarakat masih belum optimal, sehingga fungsi transparansi belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, 

publikasi hasil audit melalui media resmi KPU tetap menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip 

transparansi. Informasi yang telah diverifikasi dan dinyatakan valid kemudian disampaikan kepada publik 

sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemilu. 
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Berdasarkan hasil wawancara, implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) di 

KPU Kabupaten Sinjai menunjukkan kontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan dana kampanye, 

khususnya dalam aspek administratif. Sistem ini mampu memfasilitasi penyusunan laporan secara lebih 

terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Temuan ini sejalan dengan konsep 

akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Mark Bovens (2018), yang menyatakan bahwa akuntabilitas 

mencakup kewajiban aktor untuk menyampaikan informasi, memberikan justifikasi, serta membuka ruang 

evaluasi oleh pihak eksternal. Dalam konteks ini, SIKADEKA berperan sebagai media yang mendukung proses 

penyampaian informasi dan dokumentasi laporan dana kampanye. 

Namun demikian, hasil audit menunjukkan bahwa masih terdapat pasangan calon yang dinyatakan tidak patuh. 

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem telah tersedia, akuntabilitas belum sepenuhnya tercapai secara 

optimal. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa akuntabilitas yang terbentuk masih bersifat administratif, 

di mana peserta pemilu cenderung memenuhi kewajiban formal tanpa sepenuhnya mencerminkan 

pertanggungjawaban substantif. meskipun SIKADEKA telah dirancang secara sistematis, efektivitasnya belum 

sepenuhnya optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan pengguna. adanya ketidakpatuhan 

dalam hasil audit juga menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi tidak secara otomatis menjamin 

kepatuhan. Dengan demikian, hambatan dalam implementasi SIKADEKA lebih bersifat non-teknis, yaitu 

berkaitan dengan sumber daya manusia, pemahaman, dan perilaku pengguna.  

Implementasi SIKADEKA juga didukung oleh berbagai faktor pendorong yang memperkuat transparansi dan 

akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Faktor utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah mekanisme 

audit independen, pelaporan berkala, penerapan sanksi administratif, serta dukungan kelembagaan dari KPU. 

Keberadaan audit independen berfungsi sebagai alat kontrol eksternal yang memastikan kepatuhan peserta 

pemilu. Hal ini sejalan dengan teori akuntabilitas yang menekankan pentingnya evaluasi oleh pihak eksternal 

dalam menjamin kredibilitas laporan. Selain itu, penerapan sanksi administratif, seperti penundaan pelantikan, 

menunjukkan adanya mekanisme enforcement yang kuat. Dalam perspektif teori kelembagaan, tekanan regulatif 

merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan aktor terhadap aturan yang berlaku. 

Penggunaan SIKADEKA sebagai sistem berbasis digital juga menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan 

efisiensi dan keteraturan pelaporan. dukungan aktif dari KPU melalui pendampingan intensif serta pembagian 

peran antara operator dan liaison officer (LO) menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif yang memperkuat 

implementasi sistem. Dengan demikian, faktor pendorong dalam implementasi SIKADEKA tidak hanya berasal 

dari sistem teknologi, tetapi juga dari aspek regulasi dan kelembagaan 

4. Kesimpulan  

Implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) di KPU Kabupaten Sinjai 

menunjukkan adanya upaya peningkatan transparansi dalam pelaporan dana kampanye, khususnya dari sisi 

penyediaan sistem informasi yang terstruktur dan terdokumentasi. SIKADEKA memungkinkan data pelaporan 

tersimpan secara sistematis serta memudahkan proses monitoring oleh penyelenggara pemilu. Namun demikian, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelaporan dana kampanye melalui SIKADEKA masih bersifat 

terbatas. Informasi terkait laporan dana kampanye pada umumnya baru dapat diakses oleh masyarakat setelah 

melalui proses audit dan diumumkan secara resmi oleh KPU. 
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